
1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Pernerintah Daerah Tingkat II dan kota praja di Sumatera Selatan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lerubaran Negara Republik Indonesia Nomor L821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2009 tentang Lalu Lintas don
Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tehun 20)4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 5679);

Mengirtgat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Palembang tentsng Larangan Parkir di Badan ,Jalan;

c. bahwa pengaturan rnengenal larangan parkir di badan jalan perlu
diatur dalam Pcraturan Walikota agar memiliki landasan dan
kepastian hukum;

Mc:nimbang a. bahwa rncningkemye arus lalu llmas di Kota Palcrnbang
mernbutuhkan pengaturan mengenai manajernen dan rekayasn
lalu lintas dalam usaha menlngkatkan kelancaran dan ketertiban
la1u lintas dan angkutan jalan di Kota Palernbang;

b. bahwa pengaturan mengenai manajomcn clan rckayasa lalu Iintas
khususnya yang berhubungan dengan larangan parkir di badan
jalan sangat peijUng dalam rangka menciptakan ketertiban
berlalu lintas dan kenyamanan scrta kosclamatan pengguna jalan
dan mengurangi kernacetan;

WALIKOTA PALEMBANG,

LARANGAN PARlOROJBAOAN JALAN

TENTANO

NOMOR 40 'I'AHUN 2015

PERATURANWALJKOTAPALEMBANO

PROVINS! SUMATERA SELATAN

WAUKOTA PALEMBANG



(1) Pemerintah Kota mcnetapkan larangan parkir di bad on jalnn
pada ruas jalan tcrtcnru.

(2) Pada kondisi insidenW, ruas jaJan terrentu sebagairnana
ctimaksudpada ayat (1)dapat digunakan untuk tempat parkir
setclah mendapat izin dati Walikota.

(3)Ruasjalan sebagaimanadimaksud pada ayat (I) meliputi:
a. Jalan Kolonel Burlian rnulai dari simpnng Bandara Lama

sampai dengan Pasar Km 5;
b. Jalan Sudirrnan mulai dari Pasar Km 5 sampal dengan

simpang Charitas;
c. Jalan Harun Sohal' rnulai dan simpang Tanjung Api-Apl

sampai dcngan ~impang Bandara KobonSayur;
d. JaJan Oemnng Lebar Daun mulai dari simpang Polda

sampai dcngan simparrg Paramcswara; .
e. Jalan Basuki Rahmat mulai dan slmpang Polda sampai

dengan simpang Angkatan 66; .
r. Jalan R. Sukamto mulai dari aimpang Angkatan 66 sampw

dengan simpang Patal;

Pasal3

Setiap pengemudi Kendarean wajib memaruhi ketentuan tentang
rarnbu-rambu, marka jaJan, aJat pemberi isyarat lalu lintas,
gernkan Ialu lintas, berhenti dan parkir.

Pasal 2

BAB II
LARANOAN PARKIR 01 BADAN JALAN

1. Pemerintah Kola adalah Pemerintah KoUl Palembang
2. Walikota adalah WaJikota Palcmbang
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota

Pulernbang
4. Kendaraan adalnh suatu alat yang dapat bergerak di jalan,

tcrdlri dan kenduroan bermotor atau kendaraan tidnk
bermotor

S. Parldr adalah kendaan tidak bergerak suatu kendaruan yong
tidak bersifat sernentara pad a ternpat yang telah ditenrukan

Pasal 1

BAS I
KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANO LARANGAN PARKIR DI
BAOAN JALAN

4. Peraturan Dacrah KOla Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 201 J Nemer 14);

Menetapkan



Diundangkan di Palcmbnng
pada tangga} ~ AglUf\.lS ~lS"
SEKRETARlS DAERAH KO'I'A PALEMBANO,

UC~AYAT
BERlTA DAERAH KO'I'A PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 4-0

HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
pads tangga1 QlA A9t.U('I.(s ~Si

A PALEMBANO,

Agar scoop orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundan.gan Pernruran Walikota ini dcngan penempa~a
dalam Berita Dacrah Kola Palembang.

Peraturan Wallkota inimulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasa1S

Kecuoli poda kondisi insidentil, k.endaraan yang diparkir pada
badan jalan dikenakan tindakan adm.i.nistratif berupa
penguncian rods kcndaraan dan penderekan.

Pasai4

g. Jalan Residen A. Rozak mulai dati aimpang Patal sampai
dengan aimpang PuS";

h. Jalan Mayjcn Ryucudu mulai dati Jembatan Ampera
sampai dengan aimpang 8Ulu; don

i. Jnlan Gubemur H. Baatari mulai dati simpang 8 Ulu
sampai dengan simpang Tega1 Binangun.

(4) Khusus pada ruas Jalan Sudirman mulai aimpang Charitas
snmpai dengan bundarao air mancur ditetapkan ketentuan
parkir pararel dan pada kondisi insidentil dapat diterapkan
larangan parkir setelah mendapat izin dari Walikota mclalui
eurat edaran KepaJaDinas.


